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MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus
diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”
"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa

adalah cara untuk mempermudahnya” *

* Mario Teguh, Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta : Kanisius, 2011, him. 2
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RINGKASAN

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa : Status istimewa yang
melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa
Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono 1X dan Adipati Paku Alam
VIl untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk
melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam
sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis kasultanan, kadipaten, dan
masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan adanya kebhinnekaan
dalam ketunggal-ikaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan istimewa meliputi tata cara
pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur,
kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan
demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi
kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang ini dan kewenangan berdasarkan
undang-undang tentang pemerintahan daerah. Namun, kewenangan yang telah dimiliki
oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah pembentukan pemerintahan daerah
propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun
2012 sudah sesuai dengan prinsip demokrasi ? dan (2) Bagaimanakah posisi
konstitusional Sultan Hamengkubowono sebagai kepala pemerintah daerah propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi
syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini
menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat,
dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan

adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan
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undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ; Pembentukan
pemerintahan daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya tidak lepas
dari sejarah panjang negara kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta diakui oleh konstitusi dalam Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan saat ini diatur dengan Undang Undang No.13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya dalam
pembentukan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Dalam hal kepemimpinan Sri Sultan
Hamengku Buwono selain sebagai pemimpin budaya tertinggi di Kasultanan, menjabat
sebagai Gubernur Kepala DIY. Sri Paduka Paku Alam selain sebagai pemimpin budaya
tertinggi Kadipaten, menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepala DIY. Penetapan Sri
Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan wakil Gubernur (tanpa pemilihan
langsung) diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan hukum
pengecualian yang tidak bertentangan dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (5) UUD
1945. Gubernur DIY bertanggung jawab kepada DPRD.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Pemerintah perlu memberikan kesempatan
kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menginstrumentasikan demokrasi
secara berbeda. Pasalnya, pijakan demokrasi tidak harus lewat elektoral tapi bisa juga
dengan konsensual. Karena itu, dengan Keistimewaan Yogyakarta yang berupa
penetapan sultan sebagai gubernur dan paku alam sebagai wakil gubernur, DIY tidak
harus seragam dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam konteks perpolitikan,
landasan demokrasi konsensual itu idealnya melalui sejarah-budaya. Diberikannya
status daerah istimewa kepada Yogyakarta tidak lepas dari sejarah panjang perjalanan
bangsa Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945
sampai akhirnya status istimewa itu diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan.
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